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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebagaimana yang telah 

diuraikan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa sampai saat ini 

Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 pada prakteknya belum 

dilaksanakan. Prajurit yang melakukan tindak pidana baik tindak pidana umum 

maupun tindak pidana militer tetap diadili di Peradilan Militer karena ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu: 

1. Faktor Yuridis 

Adanya ketentuan peralihan dalam Pasal 74  Undang-Undang Nomor 

34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang pada intinya 

menyatakan bahwa Pasal 65 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dapat 

dilaksanakan apabila sudah dibentuk dan diberlakukan Undang-Undang yang 

baru, jika belum diberlakukan Undang-Undang yang baru maka tetap berlaku 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. 

2. Faktor Internal TNI 

Lingkungan militer tidak menghendaki adanya pemisahan kekuasaan 

kewenangan mengadili dalam hal terjadinya pelanggaran hukum pidana 

umum maupun pelanggaran hukum pidana militer, karena pada hakikatnya 

yang memahami keadaan seorang militer ialah militer itu juga.
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B. Saran 

Adapun saran yang dapat penulis ungkapkan ialah untuk terciptanya 

keadilan dan kepastian hukum dalam lingkungan peradilan militer maka 

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia 

khususnya pada Pasal 65 ayat (2)  Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 harus 

segera diberlakukan Undang-undang yang baru untuk mengatur yurisdiksi 

peradilan militer dalam mengadili tindak pidana baik tindak pidana umum 

maupun tindak pidana militer serta pelaksanaan peradilan dilingkungan militer 

sebaiknya tetap mengutamakan penegakan hukum tanpa mengesampingkan atau 

merugikan kepentingan militer. 
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